
LURAH DESA MULYODADI
KECAMATAN BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA MULYODADI

NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
MULYODADI TAHUN 2017 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA MULYODADI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penetapan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat
perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja
desa;

b. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan
yang ingin dicapai diperlukan suatu rencana
pembangunan jangka menengah desa yang disusun
berdasarkan visi dan misi Desa;

c. bahwa perlunya pedoman perencanaan pembangunan
Desa yang berskala enam tahunan dan perencanaan
program desa yang menyeluruh berdasarkan potensi
dan kemampuan desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan
Peraturan Desa Mulyodadi tentang Rencana
Pembangunan Jangka  Menengah Desa (RPJM Desa)
Mulyodadi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

6. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor
14);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun
2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor
12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34), sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun
2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 34 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);



19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016
Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2016 Nomor 55);

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYODADI

dan
LURAH DESA MULYODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MULYODADI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
MULYODADI TAHUN 2017 – 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati
hal yang bersifat strategis.

6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah
antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menentukan prioritas,
program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
APBDesa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD Kabupaten.



7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

8. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan Desa.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Mulyodadi
tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan untuk periode enam (6)
tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi
pembangunan desa, dan program kerja desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 3

Sistematika RPJM Desa Mulyodadi Tahun 2017-2022 disusun sebagai
berikut:

BAB I :  PENDAHULUAN
BAN II :  GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
BAB III : VISI DAN MISI
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM
BAB VIII : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB IX :  PENUTUP

Pasal 4

Isi RPJM Desa Mulyodadi tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada
pasal 3, selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan RPJM Desa, setiap tahun dilaksanakan
penyusunan RKP Desa dengan menggunakan metode musyawarah dan
mufakat melalui tahapan-tahapan perencanaan dengan mengutamakan
kebutuhan yang disetujui oleh masyarakat pada forum musyawarah desa dan
musyawarah perencanaan pembangunan desa.



BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perubahan situasi dari keadaan yang normal pada RPJM Desa
yang ditetapkan, dilakukan penyesuaian/revisi.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Semua Peraturan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Desa ini
harus berpedoman pada RPJM Desa tahun 2017-2022 ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini ketentuan yang bertentangan  atau
tidak sesuai dengan Peraturan Desa agar disesuaikan.

Pasal 9

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Mulyodadi.

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 26 Mei 2017
LURAH DESA MULYODADI

ARI SAPTO NUGROHO, SH

Diundangkan di Mulyodadi
Pada tanggal : 26 Mei 2017
CARIK DESA MULYODADI

ERWIN SUNARYA, S.Pd.

LEMBARAN DESA MULYODADI TAHUN 2017 NOMOR 001




